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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Penyusunan Laporan  Kinerja dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna 

mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good 

governance) di Indonesia. 

Pelaporan kinerja Bulanan, triwulan dan tahunan merupakan 

perwujudan sikap akuntabilitas Penata Layanan Operasional pada Kantor 

Camat Nuha dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun 

hal-hal yang belum dicapai tahun anggaran 2025. disamping itu, 

pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan 

perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan 

pelaksanaan anggaran 

 

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai tugas Melaksanakan 

kegiatan tata kelolah layanan teknis untuk mendukung kelancaran tugas 

operasional dan kesekretariatan di lingkungan unit kerja atau instansi. 

Adapun uraian tugasnya meliputi ; 



1. Inventarisasi dan telaah data:  

Mengumpulkan, menginventarisasi, memilah, dan menelaah data 
serta peraturan yang relevan dengan bidang kebijakan yang 
ditugaskan.  

2. Analisis dan evaluasi:  

Melakukan analisis, mengecek keabsahan data, dan mengevaluasi 
data yang ada untuk mengidentifikasi masalah dan potensi solusi.  

3. Penyusunan bahan dan rekomendasi:  

Menyiapkan konsep pemecahan masalah, merumuskan 
rekomendasi, dan menyusun bahan-bahan teknis untuk kebijakan.  

4. Penyusunan laporan:  

Menyusun laporan hasil kegiatan, laporan pelaksanaan tugas, dan 
laporan lainnya sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku.  

5. Koordinasi:  

  Berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas dan penyiapan bahan kebijakan.  

6. Administrasi:  

  Menyiapkan dan menelaah berbagai dokumen administrasi, termasuk 
yang terkait dengan keuangan, perizinan, atau pengelolaan data.  

7. Pelaksanaan tugas lain:  
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.  

Dan tugas tambahan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKP mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan tata kelola layanan teknis 

untuk mendukung kelancaran tugas operasional dan kesekretariatan di 

lingkungan unit kerja atau instansi. Adapun uraian tugasnya meliputi ; 

 

1. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran. 

2. Melakukan verifikasi atas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan             

laporan pertanggungjawaban bendahara. 

3. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP     



    yang sudah diverifikasi. 

4. Menyiapkan pengesahan SPJ. 

5. Melaksanakan sistem akuntansi dan penatausahaan keuangan  

    SKPD. 

6.  Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 

7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD secara berkala. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Untuk memberikan gambaran ringkas dan jelas mengenai pelaksanaan 

tugas serta hasil kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan selama periode 

penilaian. 

b. Tujuan 

1. Menilai tingkat pencapaian kinerja pegawai secara objektif. 

2. Menyediakan informasi kinerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan. 

3. Mengidentifikasi kendala dan kebutuhan perbaikan dalam 

pelaksanaan tugas. 

4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perkantoran di 

seksi pelayanan umum. 

5. Mendukung penyusunan SKP dan peningkatan kinerja pada periode 
berikutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

2.1. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Nuha sebagaimana 

tertuang dalam indikator kinerja individu tahun 2025, dapat kami sajikan 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1. 
Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 

 
No Rencana Hasil Kerja Indikator Kinerja Individu Target 

1 

Terbantunya Pelaksanaan Harmonisasi 

Hubungan dengan Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat 

umlah Pelaksanaan Kegiatan 

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh 

Agama dan Tokoh Masyarakat 

1 Laporan 

2 

Terbantunya Pelaksanaan Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Jumlah Pelaksanaan 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan 

3 Laporan 

3. 

Terbantunya Pelaksanaan 

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Jumlah Pelaksanaan 

Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan PerundangUndangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

1 Laporan 

Tambahan 

4. 
Kuantitas terbantunya Pelaksanaan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Jumlah Kesediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 
1 Dokumen 

5 
Terbantunya Pelaksanaan Penerbitan 

SPM UP,GU dan LS 
Jumlah Penerbitan SPM UP, GU dan LS 

13 

Dokumen 



 

2.2. CAPAIAN KINERJA INDIVIDU 

Capaian kinerja untuk Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi 

Ketentraman dan ketertiban Umum , pada bulan Oktober 2025 

berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan semua terlaksana dengan tepat 

waktu dan dapat  upaya mencapai target menunjukkan hasil yang baik, 

kami sajikan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.2. 
Sasaran, Indikator , dan Target Kinerja 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja 
(%) 

1 

Terbantunya Pelaksanaan 

Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat 

umlah Pelaksanaan Kegiatan 

Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat 

1 Laporan 1 Laporan 100 % 

2. 

Terbantunya Pelaksanaan 

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah Pelaksanaan 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan 

3 Laporan 4 Laporan 100 % 

3 

Terbantunya Pelaksanaan 

Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Jumlah Pelaksanaan 

Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan PerundangUndangan 

dan/atau 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

1 Laporan 3 Laporan 100 % 

Tambahan 

4 

Kuantitas terbantunya Pelaksanaan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Kesediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 

5 
Terbantunya Pelaksanaan 

Penerbitan SPM UP,GU dan LS 

Jumlah Penerbitan SPM UP, 

GU dan LS 
13  Dokumen 

13 

Dokumen 
100 % 

 



2.3. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

            Tabel 2.3 
Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

NO Waktu pelaksanaan Lokasi Dasar surat Uraian kegiatan 

1 1 Oktober  2025 Nuha  
Rapat koordinasi tindak lanjut  terkait 

pasca pemulihan bencana kebakaran 

2 3  Oktoberr 2025 Nuha  

Rapat terkait Penataan Lahan Terbuka 

hijau di Depan Rusunawa Sorowako 

 

3 6  Oktoberr 2025 Nuha  
Rapat tindak lanjut pengaduan 
masyarakat terhadap hewan peliharaan 
yang bebas berkeliaran 

4 10   Oktoberr 2025 Nuha  Rapat terkait Masalah Dermaga 

5 11   Oktoberr 2025 Nuha  Mengikuti Sabtu Sehat Juara 

6 13 Oktober 2025 Nuha  
Mengikuti Rapat terkait Harmonisasi 

hubungan antar umat beragama 

7 
15 Oktober s/d 16 Oktober 

2025 
Nuha  Melakukan Verifikasi SPJ  

8 17 Oktober 2025 Malili 800.1.11.1/699/SPT/NH/X/2025 Melakukan Rekon SP2D TW III 

9 20 Oktober 2025 Malili 800.1.11.1/708/SPT/NH/X/2025 
Menyerahkan ampra Gaji pegawai Bulan 

Nopember  

10 21 Oktober 2025 Malili 800.1.11.1/719/SPT/NH/X/2025 
Melakukan Rekon LRA TW III 

 

11 24 Oktober 2025 Malili 800.1.11.1/747/SPT/NH/X/2025 

menghadiri undangan rapat terkait 

rancangan alokasi transfer ke Daerah TA. 

2026 

12 25 Oktober 2025 Nuha  Mengikuti Sabtu Sehat Juara 

13 
27 Oktober s/d  28 Oktober  

2025 
Nuha  Melakukan Verifikasi SPJ 

14     29 Oktober 2025 Nuha  

Rapat terkait Permohonan Rekomendasi 

penanganganan Dampak lalu lintas 

pembangunan Pasar Malindungi 

15 
    30 Oktober s/d 31 

Oktober 2025 
Nuha  Melakukan Verifikasi SPJ 

     





RAPAT TEKAIT PERMASALAHAN DI DERMAGA SOROWAKO 



RAPAT TERKAIT HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 



RAPAT KOORDINASI TERKAIT TAHAPAN PEMULIHAN PASCA BENCANA KEBAKARAN 



PENERTIBAN PEDAGANG YANG MELAKUKAN AKTIVITAS JUAL BELI DI ATAS DRAINASE, TROTOAR 
SERTA DI BADAN JALAN 



RAPAT TERKAIT PENATAAN LAHAN TERBUKA HIJAU DI DEPAN RUSUNAWA SOROWAKO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap 

pengukuran kinerja. 

Penyusunan Laporan  Kinerja dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna 

mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good 

governance) di Indonesia. 

Pelaporan kinerja Bulanan, triwulan dan tahunan merupakan 

perwujudan sikap akuntabilitas Penata Layanan Operasional pada Kantor 

Camat Nuha dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun 

hal-hal yang belum dicapai tahun anggaran 2025. disamping itu, 

pelaporan kinerja dimaksud, juga bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan 

perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan 

pelaksanaan anggaran 

 

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai tugas Melaksanakan 

kegiatan tata kelolah layanan teknis untuk mendukung kelancaran tugas 

operasional dan kesekretariatan di lingkungan unit kerja atau instansi. 

Adapun uraian tugasnya meliputi ; 



1. Inventarisasi dan telaah data:  

Mengumpulkan, menginventarisasi, memilah, dan menelaah data 
serta peraturan yang relevan dengan bidang kebijakan yang 
ditugaskan.  

2. Analisis dan evaluasi:  

Melakukan analisis, mengecek keabsahan data, dan mengevaluasi 
data yang ada untuk mengidentifikasi masalah dan potensi solusi.  

3. Penyusunan bahan dan rekomendasi:  

Menyiapkan konsep pemecahan masalah, merumuskan 
rekomendasi, dan menyusun bahan-bahan teknis untuk kebijakan.  

4. Penyusunan laporan:  

Menyusun laporan hasil kegiatan, laporan pelaksanaan tugas, dan 
laporan lainnya sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku.  

5. Koordinasi:  

  Berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas dan penyiapan bahan kebijakan.  

6. Administrasi:  

  Menyiapkan dan menelaah berbagai dokumen administrasi, termasuk 
yang terkait dengan keuangan, perizinan, atau pengelolaan data.  

7. Pelaksanaan tugas lain:  
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.  

Dan tugas tambahan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKP mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan tata kelola layanan teknis 

untuk mendukung kelancaran tugas operasional dan kesekretariatan di 

lingkungan unit kerja atau instansi. Adapun uraian tugasnya meliputi ; 

 

1. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran. 

2. Melakukan verifikasi atas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan             

laporan pertanggungjawaban bendahara. 

3. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP     



    yang sudah diverifikasi. 

4. Menyiapkan pengesahan SPJ. 

5. Melaksanakan sistem akuntansi dan penatausahaan keuangan  

    SKPD. 

6.  Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 

7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD secara berkala. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Untuk memberikan gambaran ringkas dan jelas mengenai pelaksanaan 

tugas serta hasil kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan selama periode 

penilaian. 

b. Tujuan 

1. Menilai tingkat pencapaian kinerja pegawai secara objektif. 

2. Menyediakan informasi kinerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan. 

3. Mengidentifikasi kendala dan kebutuhan perbaikan dalam 

pelaksanaan tugas. 

4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perkantoran di 

seksi pelayanan umum. 

5. Mendukung penyusunan SKP dan peningkatan kinerja pada periode 
berikutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

2.1. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Nuha sebagaimana 

tertuang dalam indikator kinerja individu tahun 2025, dapat kami sajikan 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1. 
Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 

 
No Rencana Hasil Kerja Indikator Kinerja Individu Target 

1. 

Terbantunya Pelaksanaan Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Jumlah Pelaksanaan 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan 

3 Laporan 

2. 

Terbantunya Pelaksanaan 

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Jumlah Pelaksanaan 

Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan PerundangUndangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

3 Laporan 

Tambahan 

3. 
Kuantitas terbantunya Pelaksanaan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Jumlah Kesediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 
1 Dokumen 

 

Terlaksananya Koordinasi dan 

penyusunan laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran SKPD 

Jumlah Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ 

Semesteran SKPD 

1 Laporan 

4 
Terbantunya Pelaksanaan Penerbitan 

SPM UP,GU dan LS 
Jumlah Penerbitan SPM UP, GU dan LS 

15 

Dokumen 

 



 

2.2. CAPAIAN KINERJA INDIVIDU 

Capaian kinerja untuk Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi 

Ketentraman dan ketertiban Umum , pada bulan Desember 2025 

berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan semua terlaksana dengan tepat 

waktu dan dapat  upaya mencapai target menunjukkan hasil yang baik, 

kami sajikan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.2. 
Sasaran, Indikator , dan Target Kinerja 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian Kinerja 

(%) 

1. 

Terbantunya Pelaksanaan 

Sinergitas dengan Kepolisian 

Negara 

Republik Indonesia, Tentara 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan 

Jumlah Pelaksanaan 

Sinergitas dengan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara 

Indonesia dan Instansi 

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan 

3 Laporan 3 Laporan 100 % 

2. 

Terbantunya Pelaksanaan 

Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

Jumlah Pelaksanaan 

Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan 

Peraturan PerundangUndangan 

dan/atau 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

3 Laporan 3 Laporan 100 % 

Tambahan 

3. 

Kuantitas terbantunya Pelaksanaan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Kesediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 

4 

Terlaksananya Koordinasi dan 

penyusunan laporan keuangan 

bulanan/triwulan/semesteran SKPD 

Jumlah Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulan/ Semesteran 

SKPD 

1 Lapaoran 1 Laporan 100 % 

5 
Terbantunya Pelaksanaan 

Penerbitan SPM UP,GU dan LS 

Jumlah Penerbitan SPM UP, 

GU dan LS 
15 Dokumen 

15 

Dokumen 
100 % 

 



2.3. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

            Tabel 2.3 
Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

NO Waktu pelaksanaan Lokasi Dasar surat Uraian kegiatan 

1 
01 Desember s.d 2  

Desember 2025 
Nuha  Melakukan verifikasi atas SPJ  

2 03 Desember  2025 Malili 800.1.11.1/942/SPT/NH/XII/2025 mengikuti sosialisasi Aprilkasi Rekon Iuran 
Pemda ( ARIP)  

3 04 Desember  2025 Malili 800.1.11.1/948/SPT/NH/XII/2025 Menyerahkan SPM LS Kecamatan Nuha 

4 5 Desember 2025 Nuha  Melakukan Verifikasi atas SPJ 

5 6 Desember 2025 Nuha  Mengikuti Sabtu Sehat Juara 

6 8 Desember 2025 Nuha  
Penertiban bangunan di lahan bekas 

kebakaran JL. Tambeha Dusun Otuno 

Desa Sorowako 

 7 9 Desember 2025  Nuha  Melakukan Verifikasi SPJ 

8 10 Desember 2025 Nuha  

Surat peringatan 1 segera mengosongkan 

lahan di pesisir danau matano depan 

RUSUNAWA Dusun 

Rusun Desa Sorowako 

9 12 Desember 2025 Nuha  
Pendataan pemilik Karamba/Villa di 

Kecamatan Nuha 

10 15 Desember  2025 Nuha  Melakukan Verifikasi SPJ 

11 16 Desember  2025 Nuha  

Peneguran Masyarakat yang menempati 

bangunan milik pemerintah (Bank 

Sampah) yang 

dijadikan tempat usaha pribadi di Dusun 

Lamoare Desa Sorowako 

 

12 22 Desember 2025 Nuha  

Melakukan Penjagaan di Pos Pelayanan 

dalam rangka menyambut Natal dan 

Tahun Baru di Pos gabungan 

Kecamatan Nuha,  

13 
23 Desember s.d 24 

Desember  2025 
Nuha  

Pengawasan Penyeberangan Raft di 

Dermaga Sorowako, 

14 
29 Desember s.d 31 

Desember 2025 
Nuha  Melakukan verifikasi atas SPJ 





     

Patroli Malam Natal di Gereja- gereja  yg ada diwilayah Kecamatan Nuha 
Tanggal 24 Desember 2025 



    

Pendataan pemilik Karamba/Villa di Kecamatan Nuha 

Tanggal 12 Desember 2025 



 
Peneguran Masyarakat yang menempati bangunan milik pemerintah (Bank Sampah) yang 

dijadikan tempat usaha pribadi di Dusun Lamoare Desa Sorowako 

16 Desember 2025 



 

Pengawasan Penyeberangan Raft di Dermaga Sorowako,  

Tanggal 23 Desember 2025 



   

Pendampingan pengukuran dalam rangka pemagaran di lokasi di Dermaga lokasi 
kebakaran Dusun Otuno Desa Sorowako 

Tanggal 2 Desember 2025 



   
Surat peringatan 2 disampaikan kepada warga segera mengosongkan lahan depan Rusunawa 

desa Sorowako karena akan ada pembangunan Ruang Terbuka Publik(RTP),  

Tanggal 19 Desember 2025 



   
Surat peringatan  3 disampaikan kepada warga segera mengosongkan lahan depan Rusunawa desa 
Sorowako karena akan ada pembangunan Ruang Terbuka Publik(RTP), Tanggal 16 Desember 2025 



 
SABTU SEHAT JUARA KEC. NUHA 

6 DESEMBER 2025 
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